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DIRTKTUR J ENDEITAL PENDI DIKAN tSLAN,i.

bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan
tinggi agama Islam yang berkualitas;
bahrva dalam rangka pembinaan, pengenbangan dan pengarvasan atas

perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah
melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama
Islam;
balirva berdasarkan perlimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu
ditetapkan izin pendirian Perguruan Trnggi Agama Islam Swasta melalui
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementeriair Agama
RI tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (S'|AI)
Ir.'[a' ari f S arolan gun Yayasan Al -lJasani S arolan grrn.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentartg Sistent Pendidikan
Nasional (Lenrbaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, J-ambahan

Lembaran Negara RI Nomor a30l);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun
2010 Nornor 23, Tarnbahan Lernbaran Negara Rl Nomor 5105);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonror 47 Taliun 2009 tentang
l)enrbcntrrkan dr;r Organisas;i Kernetrterian Ncgarrr:

])craturarr Prcsiticrt Republik lndoncsia Nonror 24 l-airrrn 20i0 tcntang
Kedudukan, 'l'ugas, dan Fungsi Kemcnterian Negara Serta Susunalt

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003

tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
Keputusan Menteri Agarna Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
Kcputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulunr Pendidikan Tinggi Agama Islan;
Keputusan Menteri Agarna RJ Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petuniuk
Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan 'Iinggi Agama
Islam:
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9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI.

Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih
-status/Perubahan Nama pada Pergurr-rnn Tinpqi Agama Islanr Direktorat
Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan lslam Kemeuterian Agama Rl
tanggal 19 s.d.20 Desember2009.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PE,RSETUJUAN PENDIzuAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MA'AzuF SAROLANGI.IN YAYASAN AL.HASANI SAROLANGUN
TAHLIN 2O1O

N4cmberikan persetujuan Pendirian Sekolah Tinglri Agama Islarn (STAI) Ma'aril'
Sarolangun, Yay'asan Al-Hasani Sarolanguu, Prograrn Studi Pendidikan Bahasa

Arab (Sl) dan Ekonomi Syari'ah (S1);

Memberikan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tercantum pada

diktum KESATU keputusan ini, berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung

sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan, selanjutnya diajukan untuk
menrpero lch akred itasi :

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Aganta Islartt Su'as1a selarnbat-lantbatnya setiap akhir

sernester kepada Direktur Jenderal Pcndidikan Islam Kementerian Agama RI

Jakarla dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Srvasta (Kopefiais)
\\ ilal alr lerkait rnasing-tttasing;

Bagi penyelenggara Perquruan Tinggi Agama Islam Srvasta dan/atau Prograrr

Studi )/ang lalai dalam melaksanakan kervajiban rnenyantpaikan laporan

scbagaimana dirnaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal

Pendidikan Islarn dapat nrecabut izin penyelenggaraan program stLrdi dinraksud

pada diktum KIrI)tlA kcputusatt ini;

Penyeienggara rvajib menandatangani surat peru1ra12ott bahwa penyelenggara

bertanggungjarvab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi

sesuai dengan peraluran yang berlaku, dan be(anggungiawab terhadap segala

akibat sebagai konsekuensi bila penyelenggaraan pergllrllalt tinggi dan progran
studi tersebtrt dinvatakan tidak la;-ak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dLra)

lahult pcrn.r'c' I ct r guilt-ltait.

Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan.
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